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Research Article

Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

Restu Permadi™, Fifiana Wisnaeni?

1Pengadilan Negeri Parepare
2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

"Restupermadio1@gmail.com

ABSTRACT

The Supreme Court should has the independence of managing Human Resources and the independence of
managing the budget. Both of these will greatly affect the independence of the Supreme Court's judicial
function. The purpose of this studly is to explain the independence of the implementation of judicial power by
the Supreme Court, and explain the ideal concept of the inplementation of judicial power by the Supreme
Court. This study uses a nommative juridical approach. The resullts of this study indicate that the Supreme
Court’s independence as an institution has not yet been fully granted to him, espedially in the field of duties,

functions and organizational structure within the secretariat and clerkship of the Supreme Court, it implies the
intervention of government power (executive). In the field of financial managemert, they also do not have
conplete independence in preparing their organizational budgets. The ideal concept of the administration of
Judicial power by the Supreme Court is a concept that integrates the Principles of Dermmocracy, the Rule of Law,

and the Principles of Independent Judicial Power as an integrated system of administering state power.

Keywords: Supreme Court; Judicial Power; Independent.

ABSTRAK

Mehkamah Agung dalam melaksanakan fungsinya harus diberikan kemandirian organsiasi, terkait
pengelolaan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada
kemandirian fungsi judicial Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemandirian
dan independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman deh Mahkamah Agung, dan menjelaskan tentang
konsep ideal pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kemandirian dan Independensi
Mahkamah Agung secara kelembagaan terutama di bidang tugas, fungsi dan susunan organisasi di
lingkungan sekertariat dan kepaniteraan Mahkamah Agung mensiratkan adanya intervensi kekuasaan
pemerintah (eksekutif). Dibidang pengelolaan finansial, juga tidak sepenuhnya memiliki kemerdekaan didalam
menyusun anggaran organisasinya. Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah
Agung adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi, Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip
Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.

Kata kunci : Mahkamah Agung; Kekuasaan Kehakiman; Mandiri.
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Research Article

Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual
(Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)

Dewi Rahmaningsih Nugroho'*, S.Suteki?
1Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
“dewirn21@gmail.com

ABSTRACT

The basic premise proposed in this research is based on the facts of the developmert of several reguiations in
the conduct of court during the Covid-19 pandemic. Based on this premise, this research seeks to explore
aspects of legal culture in the conduct of virtual trials. This research questions, how is the develgpment of the
teleconferencing hearing in the Sermarang City Prosecutor’s Office and how to build a culture of virtual trials in
the future? The research used the qualitative research and socio-legal research approaches (socioHegal
research). This research concludes firstly, The development of virtual trials in the Public Prosecutor’s Office in
gereral and the Sermarang City Prosecutor's Office in particular in addition to being a necessity during the
Covid-19 Pandemic period can also be seen as an accurmulation of technological developrrents in the
Information field. There are three factors that are currently important to consider in the context of legal culture,
induding technical-ermpirical issues, non-legal factors components in the form of human resources, availability
of facilities and infrastructure, until decision-making habits are proven to influence the operation of law at a
concrete level. So what must be addressed to welcome a virtual trial in the future is to prepare a legal culture
in addition to preparing the structure and substance of the law.

Keywords: Legal Culture; Virtual Court; Teleconference Court.

ABSTRAK

Premis dasar yang diusulkan dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta perkembangan beberapa
peraturan dalam pelaksanaan pengadilan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan premis ini, penelitian ini
berupaya mengeksplorasi aspek budaya hukum dalam melakukan uji coba virtual. Penelitian ini
mempertanyakan bagaimana perkembangan sidang telekonferensi di Kantor Kejaksaan Kota Semarang dan
bagaimana membangun budaya uji coba virtual di masa depan. Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif dan pendekatan penelitian sosial-hukum. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Pengembangan uji
coba virtual di Kantor Kejaksaan pada umumnya dan Kantor Kejaksaan Kota Semarang khususnya selain
menjadi  kebutuhan selama periode Pandemi Covid-19 juga dapat dilihat sebagai akumulasi dari
perkembangan teknologi di Bidang informasi. Ada tiga faktor yang saat ini penting untuk dipertimbangkan
dalam konteks budaya hukum antara lainmasalah teknis-empiris, kormponen fakior non-hukum dalam bentuk
sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, sampai kebiasaan penganbilan keputusan
terbukti menpengaruhi pengoperasian hukum pada tingkat yang konkret. Jadi apa yang harus dibenahi untuk
menyambut persidangan virtual di masa depan adalah menpersiapkan budaya hukum selain mempersiapkan
struktur dan substansi hukum.

Kata kunci: Budaya Hukum; Pengadilan Virtual; Pengadilan Teleconference.
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ABSTRACT

Penal reformis something that must be done as a form of adjustrment to applicable law with changes in values,
times, technology, national and intemational insights. Death penalty in Indonesia also needs fo be updated to
adjust these developments, especially in the adjustment of the values adopted by the Indonesian people. This
study aims to determine the policy on conditional death penalty formulation in the law currently in force in
Indonesia, and analyze the policy formulation of the ideals of conditional death penalty in Indonesia. This
research uses a qualitative method with a normative goproach. This research results in the fact that the law in
Indonesia has not yet regulated the conditional death sentence, so there is still a conflict between those who
vant to abolish capital punishment and those who wart to continue implementing capital punishment.
Conditional death penalty is necded as a niddle ground between the two groups. Conditional death penalty is
also needed as an evaluatif process for prisoners in serving their sentences and respecting human rights in
accordance with national and intemational perspectives.

Keywords: Formulation Poilcy; Conditional Death Penalty; Penal Reform

ABSTRAK

Penmbaharuan hukum pidana adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian hukum yang
berlaku dengan perubahan nilai, zaman, teknologi, wawasan nasional, dan intermasional. Pidana mati di
Indonesia juga perlu diperbarui menyesuaikan perkenbangan tersebut terkhusus pada penyesuaian nilai yang
dianut deh bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana meti
dalam perundang-undangan pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi
hukum yang dicita-citakan tentang pidana mati bersyarat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan nometif. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa hukum di Indonesia sekarang
belum mengatur tenang pidana mati bersyarat, sehingga masih ada pertentangan antara golongan yang ingin
menghapus pidana mati dan golongan yang ingin tetap menerapkan pidana mati. Pidana mati bersyarat
diperlukan sebagai jalan tengah antara dua golongan tersebut. Pidana nati bersyarat juga diperiukan sebagai
proses evaluatif narapidana dalam menjalani hukuman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai
dengan wawasan nasional dan internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi; Pidana Mati Bersyarat; Pembaharuan Hukum Pidana.
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ABSTRACT

The Supreme Court should has the independence of managing Human Resources and the independence of
managing the budget. Both of these will greatly affect the independence of the Supreme Courts judicial
function. The purpose of this study is to explain the independence of the implementation of judicial power by
the Supreme Court, and explain the ideal concept of the implementation of judicial power by the Supreme
Court. This study uses a normative juridical approach. The results of this study indicate that the Supreme
Court's independence as an institution has not yet been fully granted to him, especially in the field of duties,
functions and organizational structure within the secretariat and clerkship of the Supreme Court, it implies the
intervention of government power (executive). In the field of financial management, they also do not have
complete independence in preparing their organizational budgets. The ideal concept of the administration of
Judicial power by the Supreme Court is a concept that integrates the Principles of Democracy, the Rule of Law,
and the Principles of Independent Judicial Power as an integrated system of administering state power.

Keywords: Supreme Court; Judicial Power; Independent.

ABSTRAK

Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsinya harus diberikan kemandirian organsiasi, terkait
pengelolaan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada
kemandirian fungsi judicial Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemandirian
dan independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, dan menjelaskan tentang
konsep ideal pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Peneliian ini menggunakan
pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kemandirian dan Independensi
Mahkamah Agung secara kelembagaan terutama di bidang tugas, fungsi dan susunan organisasi di
lingkungan sekertariat dan kepaniteraan Mahkamah Agung mensiratkan adanya intervensi kekuasaan
pemerintah (eksekutif). Dibidang pengelolaan finansial, juga tidak sepenuhnya memiliki kemerdekaan didalam
menyusun anggaran organisasinya. Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah
Agung adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi, Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip
Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.

Kata kunci : Mahkamah Agung; Kekuasaan Kehakiman; Mandiri.
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A. PENDAHULUAN

Dalam konteks penegakan hukum sebagai
upaya  pencapaian  ketetiban  masyarakat,
Kekuasaan yudikatif yang direpresentasikan melalui
Kekuasaan Kehakiman harus diberikan kemerdekaan
dan kemandirian agar didalam melaksenakan tugas
dan fungsinya benar-benar mampu menjalankan dan
menciptakan hukum yang adi bagi masyarakat tanpa
campur tangan atau intervensi dari kekuasaan
Negara lainnya. Seperti disampaikan oleh John
Locke bahwa konsekuensi dari Negara hukum
adalah penerapan haws dilaksanakannya beberapa
hal yang menjadi prinsip dasar negara hukum yaitu
supremasi hukum, perlakuan yang sama terhadap
warga negara, dan proses penegakan hukum yang
diatur secara jelas oleh hukum itu sendiri (Hadiyono,
2018).

Penyelenggaraan Negara Indonesia yang
berdasarkan hukum, memiliki konsekuersi logis
salah satunya adalah bahwa masing-masing
kekuasaan negara harus diberikan independensi
didalam melaksanakan kewenangannya, yang mana
hubungan antar lembaga

Negara (sebagai

pelembagaan dari kekuasaan negara) hanya
dilakukan dalam konteks check and balances yang
juga ditentukan secara limitatif oleh undang-undang
tanpa adanya suatu intervensi antara keuasaan yang
satu dengan kekuasaan lainnya.

Konstitusi Negara Repuﬂk Indonesia telah
menentukan secara tegas bahwa Kekuasaan
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk dalam

menyelenggarakan  peradilan

Program Studi Magister llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

menegakkan hukum dan keadilan (vide: pasal 24
ayat (1) UUD 1945) yang kemudian didalam ayat ke-
2 menentukan bahwa lembaga Negara sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah
Konstitusi dan ~ Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya yakni meliputi
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.

Pasca reformasi, Independensi Kekuasaan
Kehakiman telah menunjukan keseriusan didalam
pelaksanaannya. Hal yang paling menonjol sebagai
hasil dari reformasi penﬁangunan dibidang hukum
khususnya mengenai lembaga negara sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman adalah dengan
diwujudkannya kebijakan satu atap (one roof system)
lembaga peradilan dibawah nauraan Mahkamah
Agung yang unfuk kali pertama melalui Undang-
Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomoar 14 tahun 1970. Selain
itu, hal mendasar lainnya yang berubah pasca
reformasi adalah bahwa kekuasaan pembentukan
Undang-Undang yang sebelumnya berada pada
kekuasaan Presiden, kini beralih menjadi Kekuasaan
Dewan Perwakilan Rakyat (Warjiati, 2012). Kebijakan
(One Roof System) telah menjadikan pembinaan
yang
oleh

kepegawaian, administratif dan finansial

sebelumnya dikelola secara langsung
Pemerintah, kini telah menjadi kekuasaan Mahkamah
Agung, walaupun belum sepenuhnya (Sina CH,
2018). Kebijakan tersebut merupakan salah satu

gagasan yang dikonsepsikan sebagai upaya untuk
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memproteksi lembaga peradilan sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman dari intervensi-intervensi
pemerintah bak secara langsung maupun tidak
langsung.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka pada
prinsipnya memiliki pola dan bentuk yang beragam.
Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman cukup ditentukan melalui
pembentukan norma hukum saja, namun pula ada
yang berpendapat bahwa sikap komitmen dan politis
didalam pelaksanaannya adalah bagian yang lebih
penting daripada sekedar ketentuan normatif belaka
(Dressel, 2012). Kekuasaan Kehakiman memiliki 2
(dua) unsur penting yang harus ada didalam
kemandirian dan
diartikan

kemerdekaan secara personal dan Independensi

pelaksanaannya, yaitu

independensi.  Kemandirian sebagai
diartikan sebagai kemerdekaan secara institusional

(Pamintel, 2009).

kehakiman harus dapat bekerja secara objekiif dan

Lembaga pelaku kekuasaan

bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Jailani, 2012).
Setidaknya terapat dua ruang yang harus
diperhatikan terkait penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang mempakan kekuasaan yang
merdeka, yaitu pertama lembaga peradilan dimana
proses peradilan dilaksanakan, dan kedua lembaga
pengadilan yang merupakan institusi lembaga yang
mana didalamnya terdapat lembaga peradilan,
keduanya  diharuskan memegang  teguh
independensi didalam menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman.

Program Studi Magister llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik garis
besarnya bahwa kekuasaan kehakiman yang
merdeka adalah mencakup kemandirian hakim
sebagai representasi badan peradilan  dan
independensi institusi pengadilan sebagai lembaga
pelaku kekuasaan kehakiman. Lebih spesifik, dapat
diformulasikan bahwa kemandirian dan independensi
yang harus diberikan kepada Mahkamah Agung
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman,
setidaknya adalah kemandirian dalam hal organisasi,
dan kemandiran dalam hal fungsi. Kemandirian
dalam hal fungsi adalah kemandirian yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi judisial sebuah badan
peradilan. Kemandirian dalam hal organisasi adalah
kemandirian yang berkaitan dengan fungsi non
judicial sebuah lembaga Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya, yaitu setidaknya dapat
pada

pengelolaan/manajemen Sumber Daya Manusia dan

difokuskan kemandinan  dalam  hal

kemandirian dalam hal pengelolaan/manajemen
kedua hal

memperihatkan keterkaitan yang sangat erat serta

keuangan/finansial. tersebut

memilki hubungan timbal balik yang mana
kemandirian organisasi lembaga Mahkamah Agung
akan sangat berpengaruh kepada kemandirian fungsi
judicialnya.  Pada

prakteknya,  pengelolaan

menejemen Sumber Daya Manusia (khususnya
dalam hal rekrutmen pegawai, termasuk hakim di
dibawah Mahkamah Agung)

pengelolaan  Anggaran

pengadilan dan
(khususnya dalam hal
perencanaan anggaran dan pelaporan) Mahkamah

Agung belum sepenuhnya diberikan kemandirian
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untuk mengelolanya. Fokus pembahasan penelitian
ini diformulasikan kedalam 2 (dua) rumusan masalah.
Mahkamah telah

melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri

Pertama, apakah Agung
dan independent. Kedua, bagaimana konsep yang
ideal didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman
oleh Mahkamah Agung.

Dalam penelitian ini, digunakan teori Negara
Hukum dan terori Pemisahan Kekuasaan sebagai
piasu analisa dalam membedah permasalahan yang
akan dibahas. Friedrich Julius stahl mengemukakan
ciri suatu Negara hukum adalah Adanya pengakuan
HAM; kekuasaan negara terbagi menjadi beberapa
cabang kekuasaan; Penyelenggaraan negara
didasarkan pada konstitusi; Terdapat Peradian Tata
Usaha Negara yang berwenang mengadili tentang
sengketa administrasi Negara (Adji, 1966). A. Dicey
mengemukakan unsur-unsur the rule of law adalah
supremacy of law, equality before the law, dan
constitution based on human rights (Koentjoro,
2004). Secara formal, istilah Negara hukum dapat
dipersamakan dengan rechtsstaat ataupun rle of
law karena ketiganya memiliki arah dan tujuan yang
sama yakni menghindari adanya kekuwn yang
bersifat absolut dengan mengedepankan pengakuan
dan per@ungan hak-hak asasi manusia.

Dalam bukunya yang berjudul Two Treaties
on Civil Government John Locke memisahkan
kekuaaan dar tiap-tiap negara menjadi 3 (figa)
yakni Kekuasaan untuk membual undang-undang
Kekuasaan untuk

(kekuasaan  legislatif),

melaksanakan ~ undang-undang  (kekuasaan

Program Studi Magister llmu Hukum
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eksekutif), ~ Kekuasaan  untuk

perserikatan dan aliansi serta segala tindakan

mengadakan

dengan semua orang dan badan-badan di luar neger
(kekuasaan federatif). Montesgiuieu kemudianéalam
bukunya L'Esprit des lois mengemukakan bahwa
dalam setiap pemerintahan ferdapat tiga jenis
kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan
eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan
tersebut melaksanakan secara penuh kekuasaan
yang diamanatkan padanya (Suparto, 2016). Menurut
Montesqiueu kemerdekaan hanya dapat dijamin jika
ketiga fungsi kekuasaan dipegang oleh orang atau
badan yang berbeda. Pemisahan kekuasaan dalam
sistem suatu pemerintahan negara oleh Montesquieu
dikenal dengan istilah trias politica. Ketiga kekuasaan
iniharuslah dipisah satu sama lain, baik dari fungsi
(tugas) maupun mengenai alat periengkapan (organ)
yang melaksanakan (Arsil, 2017).

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh
Lembaga pelaku(ekuasaan Kehakiman memgang
teguh prinsip kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan, mengandung pengertian bahwa
kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah
bersifat kelembagaan (vide: SEMA No. 10 tahun
2005). Ketentuan UUD 1945
ditafsirkan bahwa seharusnya Mahkamah Agung

tersebut  dapat

diberikan kemandirian didalam menyelenggarakan

tugas dan fungsinya. Bahwa didalam tata

manajemen organisasinya, Mahkamah Agung
melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun

2015 membagi dua fungsi kelembagaan yaitu fungsi
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mengadili (judicial) dan fungsi Non Judicial yakni
sebagai fungsi administrasi. Fungsi Non Judicial
Mahkamah Agung setidaknya mencakup beberapa
pengadministrasian yang dapat diklasifikasikan
menjadi Institusi/Organisasi, Menejemen SDM, dan
Menejemen Finansial. Bahwa didalam menejemen
3DM, dan Menejemen Finansial Mahkamah Agung
masin bergantung kepada kekuasaan Eksekutif,
yakni status kepegawaian dan mode! rekrutmennya
Hakim pada
Mahkamah Agung) yang masih menggantungkan

(termasuk Pengadilan  dibawah

pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi; serta kuasa penganggaran

(menejemen finansial) untuk menyelenggarakan

organisasinya yang masih bergantung pada
Kekuasaan  Eksekutif — melalui  Kementerian
Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menimbulkan
pertanyaan yang mendasar bahwa kekuasaan
kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung secara kelembagaan, masih menggantungkan
diri kepada Kekuasaan Eksekutif dalam beberapa
hal,
penganggaran. Hal demikian tentu bertentangan

yakni menejemen  kepegawaian, dan
dengan amanat UUD 1945, bahwa pelaku kekuasaan
kehakiman (dalam hal ini termasuk Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya) harus
diberikan

fungsinya

benar-benar kemandirian  dalam

menjalankan agar dapat dicapai

independensi pelaku kekuasaan kehakiman.
Penelitian ini difckuskan pada independensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

Program Studi Magister llmu Hukum
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lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Mengenai
independensi kekuasaan kehakiman telah dibahas
dalam beberapa penelitian, diantaranya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Nur Agus Susanto
pada fahun 2011 yang meneliti tentang independensi
hakim sebagai pejabat pelaku kekuasaan kehakiman
(Susanto, 2011). Pada tahun 2019 Azhar dengan
penelitiannya yang berjudul “Inkonsistensi Penerapan
Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim®, yang memiliki
fokus pada proses rekriitmen hakim pada badan
peradilan dibawah Mahkamah Agung yang masih
melibatkan pemerintah (Azhar, 2019). Pada tahun
2018, Nura Siswi Enggarani penelitiannya yang
berjudul “Independensi Peradilan dan Negara
Hukum’”, yang fokus pada korelasi prinsip Negara
hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka
(Enggarani, 2018). Sedangkan Ferejohn dalam
penelitiannya yang berjudul “Independent Judges,
Dependent Judicial

Judiciary Explaining

Independence” fokus pada karakterisasi dan
penjelasan struktur perlindungan institusional untuk
hakim dan proses hukum dalam pemerintah federal
di Amerika Serikat (Ferejohn, 1999). Sedangkan
Mohammad Rameh Javad et.al dalam penelitiannnya
yang berjudul “Analyzing The Impact Of Financial
Independence Of The Judiciary System On Justice
And Corruption”, membahas mengenai hubungan
yang signifikan antara kemandirian finansilal dari
sistem yudisial dan tingkat korupsi, sistem yudisial,

dan keadilan (Javad, Faez, & Zadeh, 2018).
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Meskipun ~ memilki  kesamaan  dengan
penelitian sebelumnya namun penelitian ini memiliki
kebaharuan yakni penelitian ini spesifik membahas
Kemandirian dan independensi Mahkamah Agung
secara umum dari sudut pandang kelembagaan,
dalam mengelola organisasi (SDM dan Anggaran)

serta kemandirian personal hakim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan pendekatan

yuridis normatif dengan spesifikasi  penelitian
deskriptif analitis yang hanya menggambarkan
bagaimana penerapan peraturan hukum mengenai
Mahkamah Agung yang berlaku, dimana peraturan
tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.
Data yang digunakan dalam penelitian yuridis
normatif adalah data sekunder dengan bahan hukum
primer, sekunder dan tersier mengenai Mahkamah
Agung yang diperoleh melalui studi kepustakaan
yang kemudian dianalsis dengan dengan cara
menggali asas, nilai, serta norma pokok yang
terkandung didalamnya melalui penelaahan logika

berpikir secara deduktif.

C. HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kemandirian dan Independensi Mahkamah
Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

a. Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Program Studi Magister llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sebagai upaya prefensi untuk memastikan

kedaulatan rakyat benar-benar dilaksanakan,
Indonesia  memilih  konsep  Negara  hukum
(rechtsstzat)  sebagai  pengawal  demokrasi.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah Indonesia
harus memberikan jaminan penegakan hukum dan
keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang
merdeka (Mahkamah Konstitusi, 2008).
Kaljpertama Kekuasaan kehakiman diatur
didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947
tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung
dan Kejaksaan Agung, yang kemudian dicabut dan
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun
1948. Didﬂam undang-undang tersebut menentukan
bahwa Mahkamah Agung merupakan badan
kehakiman yang tertinggi, dan disampingnya adalah
Kejaksaan Agung vang memiiki kewenangan
pengawasan terhadap para jaksa dan polisi. Dalam
konteks Undang-Undang Nomor 7 tahurﬂgdi’ dan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, Kekuasaan
Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan
Kejaksaan Agung yang secara lembaga membawahi
pula kepolisian dalam hal pengaWﬁan. Hal pokok
yang menjadi perhatian didalam Undang-Undang
Nomor 19 tahub1 948 adalah bahwa Kehendak untuk
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan telah
secara tegas dinyatakan didalam undang-undang ini,
yakni pada pasal 3 ayat (2) dan (3), yang
menyatakan bahwa 'Para hakim merdeka dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya

tunduk pada Undang-undang; Pemegang kekuasaan
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Pemerintahan dilarang campurtangan dalam urusan
kehakiman, kecuali dalam hal-+al yang tersebut
dalam Undang-undang Dasar”.

Pada rezim Undang-Undang Darurat Nomor 1
tahun 1951, mengatur Kekuasaan Kehakiman yang
dilakukan oleh beberapa badan peradilan bahkan
termasuk didalamnya badan peradilan yang ada
pada masa pra kemerdekaan sampai denagn badan
peradilan seperti yang ada,.sekarang (Mahkamah
Konstitusi, 2008). Pada era Undang-Undang Nomor
19 tahun 1964 terjadi penyimpangan terhadap
amanat pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
(naskah asli), Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang
tersebut membuat badan peradilan secara
kelembagaan  bergantung sepenuhnyan pada
kekuasaan pemerintah (eksekutif). Terlebih pasal 19
undang-undang tersebut pada pokoknya menyatakan
bahwa ‘Demi kepentingan revolusi, kehormatan
Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat
yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau
campur-tangan dalam soal-soal pengadilan”.

Rezim Orde bamu mengeluarkan Undang-

dang Nomor 14 fahun 1970 yang menganulir
pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964,
namun masih belum memberkan kemandirian
kepada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman (vide
pasal 11). Baru setelah reformasi, ditetapkan
Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 sebagai
perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970,
yang pokoknya mengubah pasal 11 dan memberkan
kemandirian kepada Mahkamah Agung untuk

mengurus organisasinya sendiri.
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Amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Repbulik Indonesia tahun 1945 membawa perubahan
yang
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjelasan bab

sangat signifikan terhadap pelaksanaan
IX tentang Kekuasaan Kehakiman, pada perubahan
ketiga dimasukan kedalam batang tubuh sehingga
menjadi norma yang tercantum didalam pasal 24
ayat (1) dengan maksud untuk mempertegas bahwa
konsitusi menghendaki adanya kemerdekaan
pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam arti
mandiri dan independen oleh lembaga pelaku
Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah &nstitusi,
2008). sebagai bentuk respon terhadap perubahan
Undang-Undang Dasar 1Q4an secara signifikan
mengubah subjek pelaku kekuasaan kehakiman,
dikeluarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004.
Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4
tahun 2004 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
48 tahun 2009. Berdasar berbagai ketentuan normatif
tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
kehendak para penyusun Undang-Undang Dasar dan
para penyusun Undang-Undang untuk memberikan
kemerdekaan, kebebasan, dan kemandirian kepada
pelaku kekuasaan kehakiman.

b. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan

Lembaga Negara Lainnya
Moh.

menyampaikan

Yamin BPUPKI,

suatu

pada rapat

pendapatnya  bahwa
pemerintahan yang berasaskan kedaualatan rakyat,
didalam penyelenggaraannya harus didasarkan pada

prinsip pembagian kekuasaan, yang dapat dibagi
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kedalam enam badan kekuasaan, yaitu : Presiden
dan Wakil Mahkamah
Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan

Presiden, Kementerian,

Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (Mahkamah Konstitusi, 2008). Cabang
tersebut,

menjadi

kekuasaan dalam  penerapannya

dilembagakan sebuah organ/lembaga
Negara yang kedudukannya secara hirarki ditentukan
berdasarkan sumber kewenangan yang dimilikinya,
yakni ada yang bersumber dari Undang-Undang
Dasar dan ada pula yang bersumber dari Undang-
Undang, dan peraturan perundangan dibawah
?&16).

Mahkmah Agung adalah lembaga tinggi

Undang-Undang (Mulyani,

Negara yang kewenangannya diberikan langsung
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Hubungan Mahkamah Agung
dan Lembaga Negara lainnya, dapat ditemﬁdalam
beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1947; Undang-Undang
Nomor 19 tahun 1948; Undang-Undang Nomor 19
tahun 1964; Undang-Undang Nomar 13 tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970; Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1985; Undang-Undang
Nomor 35 tahun 1999; Undang-Undang Nomor
nomor 5 tahun 2004; dan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2009. Berdasar pada beberapa Undang-
Undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
secara normatif bahwa hubungan Mahkamah Agung
adalah
bersinggungan erat dengan beberapa lembaga

dengan lembaga Negara lainnya

sebagai berkut : 1) Lembaga Presiden sebagai
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Kepala Negara, dalam hal penetapan hakim agung,
dan sebagai kepala pemerintahan dalam hal
penentuan Anggaran operasional Mahkamah Agung
didalam APBN, dan pengisian kebutuhan sumber
daya manusia (aparatur sipil) sebagai pelaksana
administrasi pada kesekretariatan Mahkamah Agung.
“The President, as the sole executive, is elected as
head of state and head of the government”
(Ludwikowski, 2003); 2) Lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat, dalam hal pemilihan hakim Agung dan
secara tidak langsung dalam hal penentuan
Anggaran Operasional Lembaga Mahkamah Agung
didalam APBN; 3) Lembaga Komisi Yudisial, dalam
hal pengusulan calon hakim agung dan pengawasan
dalam rangka menjaga dan  menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim; 4) Lembaga Badan Pengawas Keuangan,
dalam  hal  pemeriksaan  pengelolaan  dan
pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya
lembaga Mahkamah Agung.

Hubungan antar

lembaga Negara yang

dilakukan Mahkamah Agung dengan lembaga
Negara lainnya sebagaimana tersebut, secara umum
dapat dilihat sebagai hubungan yang bersifat
koordinasi dalam kerangka penerapan prinsip check
and balance, tetapi dalam sisi lain ada beberapa hal
yang dapat dilihat sebagai hubungan yang lebih
bersifat yang

menciderai prinsip kekuasaan kehakiman yang

cenderung subordinasi dapat

merdeka. Diantara yang menjadi perhatian dalam

konteks hubungan yang cenderung bersifat

subordinasi adalah kedudukan aparatur pegawai
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pada Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya yang masih
Badan

Kementerian

menjadi domain wilayah administrasi

Kepegawaian Negara dan
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, meskipun
tidak sepenuhnya.
c. Kemandirian Mahkamah Agung Sebagai
Lembaga Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Secara khusus, bentuk kemandirian yang
harus dimiliki oleh Mahkamah Agung dikualifikasikan
kedalam 2 (dua) jenis kemandirian yaitu kemandirian
Organisasi dan Kemandirian fungsi. Kemandirian
organisasi dalam konteks pembahasan ini adalah
kemandinan yang berkaitan dengan kekuasaan
mengurusi sumber daya manusia dan finansial,
sedangkan kemandirian adalah kemandirian yang
a‘kaitan dengan kekuasaan dalam hal menerima,
memerksa, mengadili dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya.
(1) Kemandirian Qrganisasi Mahkamah Agung

Kekuasaan mengurusi organisasi, administrasi
dan finansial oleh Mahkamah Agung diberikan sejak
diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1998.
(a) Sumber Daya Manusia

Berdasar pada ketentuan Pasal 5, pasal 18
dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009
tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa
susunan organisasi Mahkamah Agung secara garis
dari Ketua dan Wakil Ketua,

besar terdir
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Kepaniteraan, dan Sekretariat. Kepaniteraan dan
Sekretarial Mahkamah Agung lebih sering disebut
sebagai organ pendukung (auxiliary organ) untuk
yang
merdeka di lembaga Mahkamah Agung dan badan

terselenggaranya  kekuasaan  kehakiman

peradilan  dibawahnya. Legtimasi  sekretariat

Mahkamah Agung terdapat pada Peraturan Presiden
Nomor 13 tahun 2005 dan Kepaniteraan Mahkamah
Agung didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
14 tahun 2005.

Pasal 36 Peraturan Presiden 13 tahun 2005
menentukan bahwa :

'Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja safuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Mahkamah Agung ditetapkan oleh
Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat
persetyjuan  terulis dari  Menteri  yang
bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan
Aparatur Negara.”

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun

2005 menentukan bahwa :

‘Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan
tata kerja safuan organisasi di lingkungan
Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat
persetujuan  tertulis  dari  Menteri  yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur Negara.”

Frasa “...setelah mendapat persetujuan tertulis

tersebut
mengandung kontradiksi dengan ketentuan pada
yang
memberkan kemandirian dalam bidan organisasi,

dari Menteri. " didalam ketentuan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
administrasi dan finansial sepenuhnya kepada
Mahkamah Agung. Hal tersebut menjadikan
kemandiian Mahkamah Agung bahkan secara

normatif pun tersandera dan teriniervensi oleh
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kekuasaan eksekutif dalam hal ini melalui Menteri
Aparatur  Sipil

Reformasi Birokrasi.

Pendayagunaan Negara Dan

Hal lain yang menjadi perhatian adala&bahwa
berdasarkan pasal 19 jo pasal 1 ayat (5) jo pasal 31
aat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009,
pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor Eahun
2014 menentukan bahwa hakim merupakan pejabat
Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
diatur  oleh  Undang-undang. Namun pada
pelaksanannya hakim pada badan peradilan dibawah
Mahkamah Agung masih diperlakukan sama dengan
pegawai negeri sipil, dalam hal kepangkatan,
golongan, proses rekmitmen dan bahkan penilaian
kinerja yang didasarkan pada penilzian sasaran
kinerja pegawai negeri sipil. Hal tersebut tentu
bertentangan dengan ketentuan pada pasal 276
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Menejemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan
bahwa PNS diberhentikan

diangkat menjadi pejabat Negara, dan pasal 23

sementara apabia

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang

yang
menentukan bahwa ketentuan penyusunan sasaran

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Siplil,
kinerja pegawai tidak berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat menjadi pejabat Negara.

(b) Anggaran (Finansial)

Kemandiian dalam hal finansial Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya diatur dalam
pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009, dan pasal 81A Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2009. Mahkamah Agung,
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selain  mengelola urusan finansial  didalam
lembaganya, ia juga diberikan kekuasaan untuk
mengelola urusan finansial pada badan peradilan
dibawahnya. Dalam memahami konteks pasal-pasal
tersebut diatas haruslah dengan pendekatan
interpretasi sistematis yang menghubungkan antara
kedua pasal fersebut dengan kehendak Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang
kekuasaan kehakiman.

Pengelolaan finansial dalam konteks ini adalah
mencakup dan

perencanaan,  pelaksanaan,

yang
penerapannya masih belum selaras dengan prinsip

pelaporan  keuangan lembaga, pada
kemandirian lembaga pelaku kekuasaan kehakiman.
Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam proses
penyusunan  rencana  kerja nﬂian anggaran
kemeterian/lembaga (RKA K/L) Mahkamah Agung
dan badan peradilan dibawahnya.

Berdasar pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015,  dapat disimpakan bahwa
pengaturan mengenai penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/lLembaga (RKA
KIL) berlaku bagi semua kementerian dan lembaga
hirarkilkedudukan

lembaga Negara berdasarkan lembaga tinggi Negara

Negara tanpa membedakan
(primer) atau lembaga Negara yang bersifat auxiliary
organ, padahal Mahkamah Agung merupakan
lembaga Negara primer yang memiliki kekhususan
yaitu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka,

bebas dari intervensi-intervensi pemerintahan negara
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bak langsung maupun tidak langsung. Dalam
konteks pengaturan tersebut, bahkan kedudukan
kementerian Negara dan lembaga Negara lain yang
kedudukannya dibawah kekuasaan pemerintahan
(eksekutif),

lembaga Negara

disamakan pengaturannya dengan
lainnya yang kedudukannya
didalam sistem ketalanegaraan Indonesia adalah
sama atau sejajar dengan kedudukan lembaga
Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 1 ayat (13) Jo Pasal 8 ayat (3), (4) dan
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010
menentukan bahwa pagu indikatif disusun oleh
menteri keuangan bersama menteri perencanaan.
Pagu indikatif tersebut merupakan dasar bagi semua
kementerian/lembaga untuk menyusun anggarannya.
Hal tersebut memperlihakkan bahwa terdapat
inkonsistensi dalam peraturan pemerintah tersebut,
serta peraturan turunannya terhadap ketentuan yang
mengatur ~ mengenai  pengelolaan finansial
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
yang secara normatif dikatakan berada didalam
kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung
dan badan peradilan dibawahnya bahkan tidak
memiliki kekuasaan untuk menyusun rencana kerja
dan anggarannya secara mandiri, karena ia dibatasi
oleh pagu indikatif tersebut, yang notabene berada
pada domain kekuasaan eksekutif. Hal terﬁut tentu
akan sangat mempengaruhi kemandirian Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai
yang
merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

lembaga pelaku kekuasaan kehakiman
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Hal tersebut dapat dipandang sebagai inervensi
pemerintah secara tidak langsung.

(2) Kemandirian Fungsi
Kemandirian hakim sebagai wujud dari
independensi lembaga peradilan, telah diatur secara
tegas didalam beberapa ketentuan norma undang-
undang sebagai penjabaran dari amanat Undang-
Undang Dasar terkait penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka. Undang-Undang Nomor
14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 3
tahun 2009 tentang N@kamah Agung, pada pasal 1
menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pada
pasal 2 menentukan bahwa Mahkamah Agung
adalah peradilan Negara fertinggi dari semua
lingkungan peradilan, yanﬁepas dari pengaruh
pemerinahan dan lainnya. Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga
mengatur mengenai penegasan independensi dan
kemandirian hakim, diantaranya pada pasal 3 ayat
(1) yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga
ayat (2) yang
menegaskan tentang Iarania campur tangan dari

kemandirian peradilan, dan

pihak manapun diuar kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan kete%an-ketentuan tersebut maka
secara normatif, Mahkamah Agung dan badan
peradian  dibawahnya telah secara tegas
diperintahkan oleh undang-undang untuk mampu

bersikap independen dalam melakukan tugas dan
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fungsinya  sebagai 'aejabat yang  diberkan
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Namun, harus dipahami betul bahwa
independensi hakim sangat dipengaruhi cleh sistem
pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Pada
dasarnya Hakim merupakan manusia sebagaimana
umumnya yang dapat terpengaruh oleh hal-hal yang
berada dalam dirinya sendiri, maupun hal-hal yang
berada diluar dirinya sendiri (Goesniadhie S, 2007).
2. Konsep Ideal Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman Oleh Mahkamah Agung
a. Konsep Pembagian Kekuasaan dalam Sistem
Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pemisahan kekuasaan sering diartikan
sebagai pemisahan kekuasaan Negara bak dalam
hal organ maupun dalam hal fungsinya (Kusnardi, &
Harmally, 1988), sedangkan pembagian kekuasaan
sering diartikan sebagai pembagian kekuasaan
Negara kedalam beberapa organ, tetapi tidak
dipisahkan sehingga masih memungkinkan antara
organ kekuasaan tersebut untuk melakukan
koordinasi dan kerjasama (Kusnardi, & Harmaily,
1988). Bahwa yang menjadi ide dasar pembagian
kekuasaan kedalam beberapa bidang kekuasaan
adalah bahwa suatu Negara yang didalamnya
terdapat fungsi mengatur (melalui fungsi legislative),
(fungsi
(fungsi
judicative), tidak mungkin dilaksanakan didalam satu

fungsi  penyelenggaraan  administrasi

executive) dan menegakkan peraturan
organ kekuasaan saja, karena hal tersebut akan
menimbulkan  kesewenang-wenangan pemegang
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kekusaan cenderung mutlak  tersebut

yang
Pembagian kekuasaan sebagaimana tersebut adalah
bertujuan untuk mencipatakan keseimbangan antara
lembaga-lembaga pelaku kekuasaan  negara,
sehingga tidak ada kekuasaan yang super diantara
lembaga-lembaga tersebut karena terdapat saling
dan

kontrol diantaranya,

penyimpangan/penyalahgunaan kekuasaan bisa
dihindari (Sunarto, 2016).

Dari berbagai cabang kekuasaan negara,
Yudikatif kehakiman)

menjadi cabang kekuasaan yang paling lemah

Kekuasaan (kekuasaan
karena %:Iam penyelenggaraanya ia tidak dapat
terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah
a] kekuasaan legislatif (Taufik, 2014). Ide tentang
penyelenggaraan  kekuasaan yang
merdeka merupakan ide yang sangat relevan dengan

kehakiman

konsep pembagian kekuasaan yang mengandung
tujuan untuk menghindarkan sikap abuswf power
oleh para pemegang kekuasaan. Kekuasaan
kehakiman yang merdeka sangat sejalan dengan
konsep Negara hukum dan konsep pembagian
kekuasaan. Negara hukum (Rechtsstaat) merupakan
keniscayaan yang telah disepakati oleh para pendiri
bangsa, karena ia merupakan the guardian of
democracy. Indonesia telah mendirikan negaranya
yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang salah
satunya adalah demokrasi, maka hal yang harus
dilakukan adalah berkomitmen untuk
menyelenggarakan kekuasaan Negara berdasarkan
hukum. Jika dihubungkan antara konsep Negara

hukum dan konsep pembagan kekuasaan, maka
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akan ditemukan fitik singgung diantaranya. Bahwa
pembagian kekuasaan merupakan salah satu ciri dari
Negara hukum, dan didalam penyelenggaraan
kekuasaan yang dibagi kedalam beberapa cabang
kekuasaan, salah satunya adalah penyelenggaraan
kekuasaan Negara dibidang yudikatif yang harus
diselenggarakan secara terpisah, mandiri dan
independen yang bebas dari pengaruh dan intervensi
cabang kekusaan lainnya.
b. Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep
Negara Hukum.
Penambahan pasal 1 ayat (3) didalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
pada perubahan ketiga adalah sebagai upaya untuk
memproteksi dan menjamin pelaksanaan pasal 1
ayat (1) dan ayat (2), yakni menjamin bahwa Negara
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang
Republik

kedaulatannya ditangan rakyat dan dilaksanakan

berbentuk yang  menyelenggarakan
menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak
hadir begitu saja, tetapi kehadirannya sebagai
ekspresi pergumulan sebuah bangsa mengenai nilai-
nilai budaya, kaidah-kaidah, filosofi dan tujuan
pembangunan bangsa tersebut (Konradus, 2016).
Penegasan mengenai Negara hukum sebagaimana
yang
fundamental terkait supremasi hukum, demokrasi,

tersebut mengandung  makna sangat
penghargaan hak asasi manusia, dan pembatasan
kekuasaan pemerintah oleh konstitusi (Kusnardi, &
Harmally, 1988).

Konsep negara hukum yang dianut dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
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1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis
& Roisah, 2019).

kesepakatan pada konstitusi Negara Indonesia yakni

(Aswandi, Berdasar pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, Indonesia harus menyelenggarakan
kekuasaan Negara yang didasarkan pada kedaulatan
rakyat yang identik dengan pemahaman demokrasi.
Untuk menjamin bahwa kebebasan demokrasi
tersebut dapat diselenggarakan dengan fertib, maka
satu-satunya upaya yang dapat diakukan adalah
menempatkan hukum  sebagai
rakyat

memberkan batasan-batasan yang disepakati oleh

kekuatan yang

mampu  mengatur tersebut  dengan

rakyat melalui lembaga perwakilannya. Dalam
negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai
instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan (Bhustami,
2017). Bentuk nyata dari upaya menciptakan
supremasi hukum didalam penyelenggaraan negara,
adalah penerapan prinsip kekuasaan kehakiman
yang merdeka.

Sistem kekuasaan kehakiman didalam konsep
Negara hukum adalah sistem kekuasaan kehakiman
yang didasarkan pada konsep pembagian kekuasaan
Negara secara fungsional, yara didukung oleh
kemandirian lembaga didalam menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai
keniscayaan didalam upaya mencapai cita Negara
hukum yang mampu memberikan jaminan ketertiban
didalam  penyelenggaraan  sistem  demokrasi.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada
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pokoknya menganut asas kebebasan kekuasaan
kehakiman yang bebas dari intervensi kekuasaan
manapun diluar kekuasaan kehakiman itu sendiri,
namun kebebasan tersebut dibatasi cleh undang-
undang (Ariawan, 2010).

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di
Indones'& kebebasan diberikan kepada lembaga
pelaku kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung
dan badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah
Konstitusi) dan juga diberikan kepada pejabat pelaku
kekuasaan kehakiman (hakim) (Adonara, 2015).
Permasalahan penegakan hukum pada Mahkamah
Agung diantaranya adalah Integritas penegak hukum
yang relatif mashh rendah, Adminstrasi peradilan
yang kurang bak, dan Regulasi peraturan
perundang-undangan yang belum mengakomodir
ﬁmua hal vyang dibutuhkan didalam sistem
penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman oleh
aahkamah Agung (Muntaha, 2019). Secara ideal,
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya
sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman
harus diberikan kemandirian secara kelembagaan,
yakni dalam hal pengurusan organisasi, adminisirasi
dan finansial, serta kemandirian personal yakni
kemandian dan indepeaensi yang diberikan
Hakim

melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan

kepada selaku pejabat Negara yang
undang-undang. Kedua jenis kemandiian tersebut
dapat dilaksanakan salah satunya adalah dengan
menggunakan instrument peraturan perundang-
undangan yang mendukung penerapan kemandirian

tersebut. setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus

Program Studi Magister llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

disempumakan agar upaya penerapan prinsip
kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan
sempurna. Dua hal tersebut adalah memberikan
kemandirian lembaga yakn'hdengan menyerahkan
sepenuhnya pengelolaan organisasi, administrasi
dan finansial secara sepenuhnya kepada Mahkamah
Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Hal
demikian sangat relevan dengan tafsir Mahkamah
Konsitutsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa
kebebasan/kemerdekaan kekuasaan kehakiman
dapat dilihat dari kemampuan lembaga pelaku
kekuasaan kehakiman dalam mengurus lembaganya
secara mandiri tanpa bergantung pada lembaga

lainnya (Hakim, 2018).

D. SMPULAN

Kemandinan dan Independensi Mahkamah
Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman,
secara kelembagaan masih belum sepenuhnya
diberikan kepada Mahkamah Agungd—ial tersebut
setidaknya dapat dilihat ketentuan rincian tugas,
fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan
Sekretariat

Kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan oleh

organisasi  di  lingkungan dan
Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 36
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 dan pasal
16 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005.
Dibidang peraeblaan finansial Mahkamah Agung

tunduk pada peraturan pemerintah Nomor 90 tahun
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2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
yang
tidak

didalam

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
Mahkamah

menmiliki

dengan  demikian Agung

sepenuhnya kemerdekaan

menyusun  anggaran untuk  penyelenggaraan
organisasinya.

Konsep Ideal Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman Oleh Mahkamah Agung adalah konsep
yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi
(Kedaulatan Rakyat), Prinsip Negara Hukum, dan
Prinsip Kekuasaan Kehakiman vyang Merdeka
sebagai satu kesatuan sistem Penyelenggaraan
Kekuasaan Negara. Dasar pemikiran dari konsep
tersebut adalah bahwa penyelenggaraen demokrasi
hanya akan tercapai dengan tertb apabila suatu
Negara menerapkan prinsip-prinsip Negara hukum,
sedangkan dalam penerapan prinsip-prinsip Negara
hukum, salah satu yang harus diselenggarakan

adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.
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